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PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA SAMARINDA
NOMOR: 800 / 4965.a /300.04/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SAMARINDA

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator

Kinerja Utama Instansi Pemerintah;

. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.

. Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 86);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan  Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi
Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda

Tahun 2016 Nomor 03);



Menetapkan:

KESATU:

KEDUA :
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19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun
2023-2042 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023
Nomor 46);

20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023
Nomor 47);

21. Peraturan Walikota No 119 tahun 2021 tentang kedudukan
susunan organisasi tugas dan fungsi ,serta tata kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Samarinda;;

22. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 Tentang

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-

2026.

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia tentang Indikator Kinerja Utama Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Samarinda.

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Samarinda dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Indikator Kinerja Utama sebagimana tercantum dalam lampiran
ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Samarinda untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Samarinda Tahun 2025-20209.



KETIGA:

KEEMPAT:
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Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam
pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-
2029 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
Tahun 2025-2029.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat
keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Samarinda
Pada Tanggal : 28 April 2025
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Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Samarinda

Nomor : 800 / 4965.a / 300.04 / 2025

Tanggal : 28 April 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.

Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan di

bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia..

Penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia;

Perumusan kebijakan dan penetapan rencana program dan kegiatan Badan;

Penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi kepegawaian;
Penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur, pembinaan, penghargaan, dan kesejahteraan pegawai;
Penyelenggaraan mutasi, promosi, pengembangan karier dan pengembangan kompetensi aparatur;
Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan profesi Aparatur Sipil Negara;

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan kegiatan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Telp./Fax 0541-737060
SAMARINDA

Kode Pos 75121

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
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